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Abstract

The development of information technology has increased online buying and selling transactions in
Indonesia. Online transactions provide convenience for consumers in obtaining goods and services
quickly and efficiently. However, this development also creates various legal problems, especially
regarding consumer protection. Consumers often experience losses due to goods that are not in
accordance with descriptions, online fraud, delays in delivery, and misuse of personal data. This
study aims to analyze legal protection for consumers in online transactions and dispute resolution
arising from consumer losses in electronic transactions. This research uses normative legal research
with statutory and conceptual approaches. The results show that consumer protection has been
regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 19 of 2016
concerning Electronic Information and Transactions, and Government Regulation Number 71 of 2019
concerning Electronic System and Transaction Operations. Dispute resolution can be carried out
through litigation and non-litigation mechanisms. However, the implementation of consumer
protection is still not optimal due to low public legal awareness and weak supervision of electronic
commerce activities.
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I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah membawa
perubahan yang sangat besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang
perdagangan dan kegiatan ekonomi. Kemajuan internet memungkinkan masyarakat melakukan
aktivitas transaksi tanpa harus bertemu secara langsung antara penjual dan pembeli. Sistem
perdagangan elektronik atau electronic commerce (e-commerce) menjadi salah satu bentuk
perkembangan teknologi yang saat ini banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia karena dianggap
lebih praktis, efisien, cepat, dan mudah dijangkau oleh berbagai kalangan (Handriani, 2020).

Kemunculan berbagai platform marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan berbagai
media perdagangan digital lainnya semakin meningkatkan minat masyarakat untuk melakukan
transaksi jual beli online. Aktivitas perdagangan elektronik tersebut tidak hanya berkembang di kota-
kota besar, tetapi juga telah menjangkau berbagai daerah di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan
bahwa transaksi elektronik telah menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat modern (Khatimabh,
2022). Transaksi jual beli online pada dasarnya memberikan banyak keuntungan bagi konsumen
maupun pelaku usaha. Konsumen dapat memperoleh barang dan jasa dengan mudah tanpa harus
datang langsung ke toko, sedangkan pelaku usaha dapat memperluas jangkauan pemasaran secara
lebih efektif dan efisien. Namun demikian, di balik kemudahan tersebut, transaksi jual beli online juga
menimbulkan berbagai persoalan hukum yang cukup kompleks, terutama berkaitan dengan
perlindungan konsumen (Riawan & Mabhartayasa, 2015).

Dalam praktiknya, masih banyak ditemukan kasus kerugian konsumen dalam transaksi
elektronik, seperti barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi, keterlambatan pengiriman,
barang tidak dikirim sama sekali, penipuan online, penyalahgunaan data pribadi konsumen, hingga
pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen (Sari et al., 2020).
Kondisi ini menunjukkan bahwa posisi konsumen dalam transaksi jual beli online sering kali berada
pada pihak yang lemah dibandingkan pelaku usaha. Konsumen pada umumnya tidak dapat melihat
maupun memeriksa secara langsung barang yang akan dibeli sehingga hanya bergantung pada
informasi yang disampaikan melalui media elektronik. Keadaan tersebut menimbulkan ketidakpastian
hukum dan meningkatkan risiko kerugian bagi konsumen apabila pelaku usaha memberikan informasi
yang tidak benar atau bertindak dengan itikad tidak baik (Agista et al., 2022). Selain itu, sistem
transaksi online yang dilakukan tanpa tatap muka juga menyulitkan konsumen dalam memastikan
identitas asli pelaku usaha yang melakukan transaksi.

Permasalahan perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik menjadi semakin penting
karena perkembangan perdagangan digital di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat
setiap tahunnya. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, transaksi
perdagangan melalui sistem elektronik terus mengalami pertumbuhan yang signifikan seiring
meningkatnya penggunaan internet dan perangkat digital di masyarakat (Kementerian Perdagangan
RI, 2023).

Secara yuridis, perlindungan hukum terhadap konsumen telah diatur dalam berbagai peraturan
perundang-undangan di Indonesia. Ketentuan mengenai perlindungan konsumen diatur secara khusus
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan
jaminan terhadap hak-hak konsumen serta mengatur kewajiban pelaku usaha dalam menjalankan
kegiatan perdagangan. Selain itu, transaksi elektronik juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik yang memberikan dasar hukum terhadap aktivitas perdagangan digital di
Indonesia.

Pemerintah juga mengatur penyelenggaraan sistem elektronik melalui Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik sebagai bentuk
upaya memberikan kepastian hukum terhadap kegiatan transaksi elektronik Keberadaan regulasi
tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak konsumen
dalam perkembangan perdagangan digital yang semakin maju. Meskipun demikian, pelaksanaan
perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online masih belum berjalan secara
optimal. Masih banyak konsumen yang mengalami kerugian tetapi tidak memperoleh penyelesaian
secara efektif. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya pemahaman mengenai hak-hak
konsumen, serta lemahnya pengawasan terhadap aktivitas perdagangan elektronik menjadi faktor
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yang menyebabkan perlindungan konsumen belum terlaksana secara maksimal (Attirmidzi & Rizka,
2020).

Selain itu, penyelesaian sengketa dalam transaksi jual beli online juga sering menimbulkan
kendala. Banyak konsumen memilih untuk tidak melanjutkan proses hukum karena prosedur yang
dianggap rumit, biaya yang cukup besar, dan proses penyelesaian yang membutuhkan waktu lama.
Dalam beberapa kasus, konsumen juga mengalami kesulitan dalam mengumpulkan alat bukti
elektronik untuk membuktikan adanya kerugian akibat transaksi online (Pangestuti et al., 2022).
Permasalahan lain yang berkembang dalam transaksi elektronik adalah penyalahgunaan data pribadi
konsumen. Dalam melakukan transaksi online, konsumen biasanya diwajibkan memberikan data
pribadi seperti nama lengkap, nomor telepon, alamat rumah, hingga informasi pembayaran. Apabila
data tersebut disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, maka dapat menimbulkan
kerugian materiil maupun immateriil bagi konsumen (Prasetyo, 2021).

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan bagian penting dalam suatu penelitian hukum karena digunakan
sebagai pedoman dalam menganalisis dan menjawab rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif
merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji norma hukum, asas hukum, teori hukum,
serta berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti
(Riawan & Mahartayasa, 2015).

Metode penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengkajian
aturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli online di
Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan
perlindungan konsumen dan transaksi elektronik, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (statute
approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan
dilakukan dengan menelaah berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen
dalam transaksi elektronik. Melalui pendekatan ini, penulis dapat mengetahui bagaimana pengaturan
mengenai hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha dalam transaksi jual beli online
(Andiari & Kasih, 2021).

Selain pendekatan perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan
konseptual yang dilakukan dengan mempelajari berbagai konsep, teori, dan doktrin hukum yang
berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi elektronik. Pendekatan
konseptual digunakan untuk memahami bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan
kepada konsumen apabila mengalami kerugian akibat transaksi jual beli online (Syahputra & Putra,
2023).

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang
bersifat mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan
konsumen dan transaksi elektronik (Ariati & Suarbha, 2017). Bahan hukum sekunder berupa jurnal
ilmiah, artikel hukum, buku, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan perlindungan konsumen
dalam transaksi jual beli online. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia
hukum, dan berbagai sumber penunjang lainnya yang digunakan untuk membantu memahami istilah
hukum dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research),
yaitu dengan mengumpulkan berbagai bahan hukum yang diperoleh dari jurnal ilmiah, peraturan
perundang-undangan, buku hukum, dan berbagai sumber ilmiah lainnya yang berkaitan dengan
perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online (Dewi & Suyatna, 2018).
Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui media cetak maupun media elektronik yang dapat
diakses melalui situs jurnal dan situs resmi pemerintah.

Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis
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kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan serta menghubungkan berbagai
bahan hukum yang telah dikumpulkan sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan yang sistematis
mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online di Indonesia
(Tatar & Purwanto, 2023). Analisis dilakukan dengan menghubungkan antara ketentuan hukum yang
berlaku dengan permasalahan yang terjadi dalam praktik transaksi elektronik di masyarakat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online

Perkembangan teknologi dan internet menyebabkan kegiatan perdagangan mengalami
perubahan yang cukup signifikan. Masyarakat saat ini lebih banyak melakukan transaksi jual beli
secara online karena dianggap lebih praktis, cepat, dan efisien. Transaksi jual beli online memberikan
kemudahan bagi konsumen dalam memperoleh barang maupun jasa tanpa harus datang langsung ke
toko atau pusat perbelanjaan. Selain itu, keberadaan marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada,
dan TikTok Shop juga semakin mendorong meningkatnya aktivitas perdagangan elektronik di
Indonesia (Bhagaskara & Tarina, 2024).

Di balik berbagai kemudahan tersebut, transaksi jual beli online juga menimbulkan berbagai
permasalahan hukum yang cukup merugikan konsumen. Dalam praktiknya, masih banyak ditemukan
kasus barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi, keterlambatan pengiriman barang, barang
palsu, hingga tindakan penipuan yang dilakukan oleh pelaku usaha online. Kondisi tersebut
menunjukkan bahwa posisi konsumen dalam transaksi elektronik masih cenderung lemah
dibandingkan pelaku usaha (Landrawati & Rosmaya, 2023).

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online pada dasarnya
bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta menjamin hak-hak konsumen agar tidak
dirugikan dalam kegiatan perdagangan elektronik. Perlindungan tersebut diatur dalam berbagai
peraturan perundang-undangan di Indonesia, salah satunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan
bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, hak memperoleh informasi
yang benar, serta hak memperoleh kompensasi atau ganti rugi apabila mengalami kerugian akibat
penggunaan barang atau jasa.

Keberadaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjadi dasar hukum penting dalam
memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi online. Melalui undang-undang
tersebut, pelaku usaha diwajibkan untuk bertindak jujur, memberikan informasi yang jelas mengenai
barang yang diperdagangkan, serta bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami konsumen
(Makasuci & Gultom, 2021). Namun dalam praktiknya, masih banyak pelaku usaha yang tidak
melaksanakan kewajibannya secara baik sehingga menyebabkan konsumen mengalami kerugian.

Salah satu permasalahan yang paling sering terjadi dalam transaksi online adalah
ketidaksesuaian barang yang diterima dengan deskripsi yang dicantumkan dalam marketplace.
Konsumen sering menerima barang dengan kualitas yang berbeda, ukuran yang tidak sesuai, atau
bahkan barang palsu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih rendahnya itikad baik sebagian
pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan perdagangan elektronik (Anggraini & Hartantien, 2024).
Selain merugikan konsumen, kondisi tersebut juga dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat
terhadap sistem perdagangan online.

Selain perlindungan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perlindungan
hukum terhadap konsumen transaksi online juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang tersebut memberikan pengakuan hukum
terhadap transaksi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah. Dengan adanya
pengakuan terhadap transaksi elektronik, maka hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha
dalam perdagangan online memiliki kekuatan hukum yang jelas.

Perlindungan terhadap konsumen juga diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Dalam peraturan tersebut
dijelaskan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menjalankan sistem secara aman,
andal, dan bertanggung jawab. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan konsumen tidak
hanya berkaitan dengan barang atau jasa yang diperdagangkan, tetapi juga berkaitan dengan
keamanan sistem elektronik yang digunakan dalam transaksi online.
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Dalam transaksi jual beli online, konsumen biasanya memberikan berbagai data pribadi seperti
nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, hingga informasi pembayaran. Oleh karena itu,
perlindungan data pribadi menjadi bagian penting dalam perlindungan hukum terhadap konsumen.
Penyalahgunaan data pribadi konsumen dapat menyebabkan kerugian baik secara materiil maupun
immateriil (Nugraha & Saputra, 2022).

Marketplace juga memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan kepada konsumen.
Saat ini sebagian besar marketplace telah menyediakan fitur pengaduan konsumen, sistem
pengembalian dana (refund), serta rekening bersama untuk meminimalisir terjadinya penipuan dalam
transaksi elektronik (Yeni et al., 2022). Fitur tersebut menjadi salah satu bentuk perlindungan
preventif yang diberikan marketplace kepada konsumen agar transaksi dapat berjalan dengan aman.

Meskipun berbagai peraturan mengenai perlindungan konsumen telah tersedia, pelaksanaannya
masih belum berjalan secara maksimal. Masih banyak masyarakat yang belum memahami hak-haknya
sebagai konsumen sehingga tidak melakukan upaya hukum ketika mengalami kerugian. Selain itu,
pengawasan terhadap aktivitas perdagangan online juga masih belum optimal sehingga pelanggaran
dalam transaksi elektronik masih sering terjadi (Sukarmi & Permono, 2019).

B. Penyelesaian Sengketa Terhadap Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online.

Transaksi jual beli online tidak selalu berjalan dengan baik. Dalam beberapa kondisi, konsumen
dapat mengalami kerugian akibat tindakan pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Kerugian
tersebut dapat berupa barang yang tidak sesuai dengan pesanan, barang tidak dikirim, keterlambatan
pengiriman, hingga tindakan penipuan dalam transaksi elektronik (Bhagaskara & Tarina, 2024).
Apabila konsumen mengalami kerugian, maka konsumen memiliki hak untuk memperoleh
perlindungan hukum dan mengajukan penyelesaian sengketa terhadap pelaku usaha.

Penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8§ Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen
dijelaskan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami
konsumen akibat penggunaan barang atau jasa yang diperdagangkan. Ganti rugi tersebut dapat berupa
pengembalian uang, penggantian barang, maupun bentuk kompensasi lainnya sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku. Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun
non litigasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dilakukan melalui pengadilan, sedangkan
penyelesaian non litigasi dapat dilakukan melalui mediasi, arbitrase, maupun Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen (BPSK) (Safitri & Wibowo, 2021).

Dalam transaksi jual beli online, penyelesaian sengketa biasanya dilakukan terlebih dahulu
melalui mekanisme internal marketplace. Marketplace menyediakan fitur pengajuan komplain yang
memungkinkan konsumen menyampaikan keberatan terhadap barang atau jasa yang diterima
(Makasuci & Gultom, 2021). Melalui sistem tersebut, marketplace akan melakukan mediasi antara
penjual dan pembeli untuk mencari penyelesaian yang dianggap adil bagi kedua belah pihak.

Dalam beberapa kasus, pelaku usaha tidak memberikan tanggapan atau bahkan menghilangkan
identitas setelah transaksi dilakukan. Kondisi tersebut menyebabkan konsumen mengalami kesulitan
dalam menuntut haknya (Landrawati & Rosmaya, 2023). Selain itu, masih banyak konsumen yang
tidak memahami prosedur penyelesaian sengketa sehingga memilih untuk tidak melanjutkan proses
hukum.

Pembuktian dalam transaksi elektronik juga menjadi salah satu hambatan dalam penyelesaian
sengketa konsumen. Konsumen harus mampu menunjukkan bukti transaksi seperti bukti pembayaran,
tangkapan layar percakapan, invoice, serta bukti pemesanan barang untuk memperkuat tuntutan yang
diajukan (Rahman & Kurniawati, 2023).

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan pengakuan terhadap alat
bukti elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Dengan adanya pengakuan tersebut, konsumen
memiliki dasar hukum yang lebih kuat dalam mengajukan tuntutan terhadap pelaku usaha yang
menyebabkan kerugian dalam transaksi elektronik (UU No. 19 Tahun 2016). Pengakuan terhadap alat
bukti elektronik juga memberikan kepastian hukum terhadap aktivitas perdagangan digital yang terus
berkembang di Indonesia. Meskipun mekanisme penyelesaian sengketa telah diatur dalam berbagai
ketentuan hukum, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala yang
paling sering terjadi adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai hak-hak konsumen
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dalam transaksi online. Selain itu, pengawasan terhadap perdagangan elektronik juga masih belum
optimal sehingga berbagai bentuk pelanggaran masih sering terjadi dalam praktik transaksi online
(Safitri & Wibowo, 2021). Dengan adanya perlindungan hukum yang efektif dan mekanisme
penyelesaian sengketa yang jelas, diharapkan dapat tercipta sistem perdagangan elektronik yang
aman, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi konsumen maupun pelaku usaha di Indonesia.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan
hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online di Indonesia pada dasarnya telah diatur
dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan
Transaksi Elektronik. Peraturan tersebut memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen,
seperti hak memperoleh informasi yang benar, hak atas keamanan dalam transaksi, serta hak
memperoleh ganti rugi apabila mengalami kerugian akibat transaksi online.

Selain itu, penyelesaian sengketa terhadap kerugian konsumen dalam transaksi jual beli online
dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa
lebih sering dilakukan melalui mekanisme non litigasi seperti mediasi melalui marketplace maupun
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) karena dianggap lebih cepat dan sederhana. Oleh
karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan, edukasi hukum kepada masyarakat, serta tanggung
jawab dari pelaku usaha dan penyelenggara sistem elektronik agar tercipta sistem transaksi online
yang aman, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi konsumen di Indonesia.
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